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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendapatan penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya 

bersumber dari pajak. Pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara 

sebagai wajib pajak yang menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam 

membantu pembiayaan negara ataupun suatu daerah, pelaksanaanya ini ditunjukan 

bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan 

peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kewenangan bagi 

setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing oleh karena 

itu daerah harus bertindak efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah agar pengelolaan daerah lebih terfokus dan dapat mencapai sasaran yang di 

targetkan. 

Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang memiliki 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis peneriman pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di sahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Jenis-jenis pajak daerah/kota menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 

bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  

Sejak Tahun 2018 pengendalian dan pencatatan pajak di lakukan dengan 

Elektronik Tax (E-Tax) Ketentuan ini disebutkan dalam  PERWAL  Kota
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Palembang PERWAL No 33 Tahun 2016. Elektronik tax (E-Tax) memberikan 

dampak pentingnya pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Maka 

Pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak daerah secara profesional 

dan transparan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Palembang yakni PERWAL Kota Palembang No  33 Tahun 2016 

Tentang Pesyaratan, Perubahan Atas Peraturan dari Walikota Palembang Nomor 34 

Tahun 2011 Tentang Mekanisme, Persyaratan,  dan Prosedur Tetap dari 

Pemungutan Pajak Restoran melalui Sistem Online. Salah satunya tentang 

pemakaian alat perekam pajak Elektronik Tax (E-Tax) bagi pemungutan pajak 

restoran. 

 

Gambar 1. Alat elektornik-tax yang digunakan sebagai perekam pajak 

(Sumber : Rumah makan Padang Raya) 

 

Pajak restoran diperlukan bagi pembeli atau konsumen yang menjalankan 

layanan restoran. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman 
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yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di layanan maupun di tempat 

lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran, kaferia, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk layanan boga/katering. Meski begitu, pengusaha pasti 

mewajibkan konsumennya untuk membayar pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetornya ke kas 

daerah. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari biaya 

pelayanan yang diberikan (Peraturan Walikota Palembang, Bab IV, Pasal 7 Tentang 

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak). Sebagai Berikut jumlah data restoran yang ada 

dikota Palembang Per-Tahun 2018 s/d 2020 : 

Gambar 2. Data jumlah restoran per Tahun 2018-2020  

Sumber: Administrasi pajak Restoran BPPD Kota Palembang  

 

Dari gambar tabel tersebut data dari jumlah restoran yang ada di kota 

Palembang setiap Tahunnya mengalami peningkatan, Hal tersebut terjadi karena 

banyaknya jumlah permintaan masyarakat Kota Palembang untuk mencari tempat 

bersantai sambil makan dan minum yang saat ini sedang meningkat. 
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Dasar hukum yang melandasi pemungtan pajak restoran tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah khususnya pasal 43-47. Tarif pajak 

restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang 

merupakan jumlah pembayaraan yang diterima restoran. Oleh karena itu untuk 

dapat dipungut pada suatu daerah/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan 

hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak 

restoran di kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak, Pajak restoran 

terdapat erminology yang perlu diketahui, terminology tersebut yaitu restoran, 

pengesahaan restoran pembayaran dan bon penjualan. 

Dalam hal ini pemerintah kota Palembang memberikan tanggung jawab kepada 

pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak restoran menggunakan 

elektronik tax (E-Tax). Elektronik Tax ialah alat yang mempermudah sistem 

pembayaran pajak restoran menggunakan sistem online, namun masih banyak 

restoran yang tidak mau memasang alat Elektronik Tax (E-Tax). Kebijakan  

program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak (WP) untuk 

dapat melakukan pembayaran pajak secara online.  Dengan adanya E-Tax dapat 

membantu tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasaan dan 

pemantauan pembayaran pada wajib pajak, agar usaha-usaha tersebut dapat tercapai 

berjalan dengan baik..  
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Akan tetapi disisi lain penerapan pajak retoran pihak/pelaku usaha dengan 

menggunakan alat elektronik tax membuat rasa kecemasan bagi pelaku usaha 

karena pada kenyataannya pemungutan pajak menggunakan sistem online ini 

mengalami penolakkan dikutip dari DetakPalembang.com, Senin 08 Juli 2019. 

Halaman I-II. 

Restoran yang memenuhi syarat pemasangan alat Elektronik Tax (E-Tax) yaitu 

restoran yang beromzet besar dan memiliki banyak pelanggan, sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pada Pasal 10 tentang Pajak Daerah yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 9.000.000 -12.000.000 dikenakan 5% dan 12 juta 

lebih perbulan tarifnya 10%  dari omzet Pemasukan Restoran. Pemerintah Daerah 

dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan 

menggunakan alat Elektronik Tax (E-Tax) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah  

(BPPD) Kota Palembang. menemukan salah satu pengusaha restoran yang enggan 

dipasang elektronik tax (E-Tax) oleh tim dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

yakni Sub bidang Pajak Restoran akan diberi sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 

I. Jika masih menolak untuk di pasang elektronik tax (e-tax) kita berikan sampai III 

surat peringatan,  jika masih tidak mau maka izin usaha akan di cabut dan di segel 

(DetakPalembang.com, Senin 08 Juli 2019, pukul 07:36 WIB). 

Menanggapi permasalahan tentang penolakkan pemasangan alat elektronik tax 

(e-tax) di restoran Kota Palembang tim dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah yakni 

Sub bidang Pajak Restoran melihat dari faktor yang mempengaruhi proses 

tercapainya target  wajib pajak yang membayar pajak restoran. Misalnya dilihat dari 

Proses implementasi dalam pemasangan e-tax, berikut ini merupakan Target 

Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) pada tahun 2018-2020 sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Target Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax)  

Tahun 2018-2020 

No  Tahun Pelaksanaan 

Pemasangan Elektronik Tax 

(E-Tax) 

Jumlah Target  

Pemasangan 

 

1 2018 200 

2 2019 350 

3 2020 500 

       Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2018-2020 

Dari tabel diatas target pemasangan elektronik tax pada Tahun 2018-2020 

mengalami peningkatan, penggunaan dengan cara memungut pajak menggunakan 

sistem online melalui sistem online ini memiliki dampak baik bagi pendapatan dan 

omzet daerah. Penjelasan dari tabel diatas, target pemasangan e-tax pada wp 

restoran yang  dilihat dari kemauan pemasangan alat elektronik tax (E-Tax) ini,  

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama kepada kepala bidang pajak restoran, 

Bapak Mohammad Firmansayah, (SumateraBisnis.com, 30 Juni 2019) Beliau 

menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemasangan e-tax, salah 

satunya masih banyak restoran yang menolak untuk melakukan pemasangan e-tax 

yang mana berdampak buruk bagi pendapatan asli daerah.  

 

Berikut Tabel Jumlah Restoran yang menolak pemasangan e-tax maupun jumlah 

restoran yang telah dipasang alat e-tax dan sudah beroperasi menggunakan alat e-

tax sebagai media transaksi pembayaran dari tahun 2018-2020 sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Data Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak Restoran sudah  

memasang alat e-tax pada Tahun 2018-2020 

No Tahun Wajib Pajak Restoran Yang 

ada di Kota Palembang  

Ditemukam Restoran 

yang Menolak 

Melakukan 

Pemasangan e-tax 

1. 2018 761 
0 

2. 2019 783 
13 

3. 2020 824 
0 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2020 
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Dari Tabel tersebut diketahui dalam mengelola dan memungut pajak restoran di 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menggunakan alat 

elektronik tax (E-Tax) ini dikatakan belum cukup baik karena masih ditemukan 

restoran yang menolak pemasangan, dilihat pada tahun 2019 ada 13 restoran yang 

menolak melakukan pemasangan, ditemukan penolakkan ini berdampak buruk bagi 

pengimplementasian dari kebijakan e-tax, maka dari itu BPPD kota Palembang 

Mengeluarkan perarturan yang didasari  oleh Peraturan WaliKota Nomor 33 Tahun 

2016 dan Peraturan WaliKota Nomor 84 Tahun 2018 yang mana setiap restoran 

wajib dan diharuskan menggunakan e-tax sebagai media pembayaraan transaksi 

restoran (usaha rumah makan) mereka. .  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada masih ada penolakkan dari 

pihak wajib pajak restoran mengenai pemasangan elektronik tax wajib pajak 

restoran pada tahun 2018-2020, karena itu perlu diteliti proses implementasi dari 

pemasangan elektronik tax dan faktor apa yang menjadi kendala dalam 

“Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib 

Pajak Restoran Di Kota Palembang” . 

 

 



9 
 

 
 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini: 

1. Apa Saja Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Dari Implementasi 

Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap Wajib Pajak Restoran di 

Kota Palembang? 

2. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-

Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Faktor-faktor yang berkaitan 

dengan keberhasilan dari Implementasi kebijakan pemasangan e-tax 

terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang. 

2. Untuk mengidentifikasi Proses Implementasi kebijakan pemasangan 

elektronik tax (e-tax) terhadap  wajib pajak restoran di kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pemberdayaan konsep kinerja implementasi kebijakan publik. 

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada instansi pengelolaan pajak usaha dalam meningkatkan kinerja 

kebijakan. 
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Undang-Undang dan Peraturan: 

Peraturan Walikota  Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan 

Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran 

Peraturan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 Tentang 

Pembayraan dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan 

dan Pajak Parkir Melalui Online System. 
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